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PEXGANTAR EDITOR

SalamKomunilan,

Pnerbitan bukss ind, merupskan bagian dari rangkasn
program kerp Asosiasi Pendidikan Tnggi 1imu Komunikas
(ASPIEOM), wntuk mewujudkan visi “mengemban pkan
kualies  pondidiban Imu  Komunikoz © di  Indancsia”.
Secara kongkrit oleh divisi L#bang ASPIKOM  disusan
rescara kegiatan, salah satunya adalah rngkaian Semiloka
Komunikasi (Tema: “iix Methods  datam  Penelitian
Eomunikasi, eorisasi Media lejaring So0sa dan Konmunikasi
Bencana - Jurnalisme Sensiif Bencand) dan Woekshop (Peblic
Reighionn & Corportte Sadel Resporsilling fCSE) pada tnnggal
16- 17 Maret 2011, o Yogyakarin

ASPIKOM  mempersiapkan perethitain 4 tnkn, vang
ditulis bersama old para akadernisi dari berbaza Petpuruan
Tinggi dan prakhis:, vaitu: 1. “Komunikasi2.0; Teoritisasi dan
Implikaet °, 2 “Mx Methods Dalsm Penelitiin. Komunikasi
3 “Menzjemen tin Komumikas] Bencama ¢ dan & “Foblic
Relations dan Coporele Social Responttbidliy™. Koioborasi
praktia dan  aksdemisi dalam memanpkan  pagasne
gapwsan tentang bdang komurmikasi [makeo maupun mikro)
diharapkan memberi warma dan perqrekti dalam memahami
fenomena kanmunikasi, baikserara manyerial via teknologi /
tntamel, praliek sehari-han samyrai akad eams.

khusus toka PR dan COR m, dsterbutian ASPIKOM
bekenasomn dengan BPC PER! IUMAS Yopy akarla dan ASHA

=kll=




=vili=~ Public Relations & Carparinty Secial Respaninliy

PR. Buku ini dibagi menjadi 2 bagian besar, bagian perta
membahas mengenai peran stratejik PR dalam Organisasi,
ditulis oleh kolega dari Uriversitas Gadjah Mada, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarte, Universitas Mercu Buang
dan Universitas Muhammadivah Surakarta, Bagian kedua
mengenai Stratejik CSR, ditulis oleh praktisi (BP Indonesia,
Thiess Indonesia) dan akademisi dari Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Universitas Mercu Buana dan Universitas
Kristen Satya Wacana. Seperti telah disampaikan diatas,
variasi akademisi dan praklsi akan memperkava studi dan
pendalaman tentang masing-masing topik tersebut.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami dari Tim
Littang ASPIKOM dan Tim Editor/ Penanggungjawab
penerbitan buku menyampaikan terima kasih yvang sebesarnya
kepada para penulis: Drs. | Gusti Ngurah Putra, MA; Irmulan
Sau T, M. 5 Aswad Ishak, M. Si; Dian Purworini, MM;
kemudian Riza Mimalwendra, MM; Gregoria ATum Yudarwah,
Ph.D {cand); Diah Wardhani, M. Si; Teguh Mujiono, SE,; Rini
Darmastuti, MSi; dan Desideria Cempaka Wijaya Murh,
5508, Uzapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada
Bapak H. Muslim Basya, Ketua BPP PERHUMAS dan Bapak
Silih Agung Wasesa (Managing Partner ASIA PR), yang telah
memberi kata pengantar buku ini,

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesarnya
disampaikan kepada sponsor partner Perguruan Tinggi.
Program Pascasarjana Komunikasi - UNDIP. Program Studi
limu Kemunikasi - Ull, Program Studi lmu Komunikasi -
UMY, Program Studi llmu Komunikasi - UAJY, FIKOM -
UNTAR, Program Studi Himu Komunikasi - UPN “Veteran”
Yogyakarta, Program Studi llmu Komunikasi - UMS, FIKOM
- UNISBA, FIKOM-UFMD (B}, kemudian kepada sponsor

Wk ASPIKOM, Terima kasih kami sampaikan ju

| pepenap Pengurusdan AngEe
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parat: ASI APR FrL-epﬂrt Indonesia, BHP Billiton Indonesia
LB ¥

| i 171, Djarum, atas dukungannya dalam penyelanggaraan

atan Semiluka dan Workshop, serta penerbitan

pphkalon keg ga kepada

! it
aeklit Buku Litera yang telah mendukung penerbitan

kl:ihu ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan

ta ASPIKOM seluruh Indonesia

dan BPC Perhumas Yogyakarta.
Akhirul kata semoga penerbitan buku ini llt'n:t:‘}.l‘lfi.:uﬂt
fituk wawasan pari penibaca sckalian sekaligus Tisa

puendorong pl:rturbiI‘.an-pﬂrlﬂ‘l‘.lilan,.l"kar}".]. akademik pada

mwea yang alan datang.

Divisi ASPIKOM,
Tim Editor Penanggungjawab Penerbitan




Etika Hubungan Masyarakat dan
Tanggung Sesial Perusahaan

Sebuah Studi Literatur

(. Arum Yudarwati

Fengantar

Dalam kajian kehumasan, isu tanggung jawab sosial’
perusahzan menjad: bagian dari kajian etika humas. Ada
dua topik utama dalam diskusi elika humas; (1) elika
untirk prakbisi humas dan (7) peran praktisi humas untik
memastikan pihak manajemen membuat keputusan vang etis
dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika
humas untuk para prakbisi mengatur praktek kehumasan
dalam menjalin hubungan dengan cirent, media, dan publk

secara umum, Standard etika ini biasanya diartikulasikan)
dalam bentuk kode etik kehumeisan

Iz tangpung jawab sosial perusahaan dimasukkan
dalam kode etix kehumasan. Studi vang dilakukan oleh
Walle (2003) terhadap lima kode etik kehumasan, yaitu the!
Fubliz Relations Society of America (FRSA), the Canadian
Fublic Reletions Society (CFRS), the Fublic Relations Institure
of Australia (PRIA), the Public Relations [nstitute of New
dealind (PEINZ), dan the Public Relations Institute of Sorith
Afnica (PRISA), menunjukkan bahwa semua kode kehumasan
tersebut memasukkan satu paragraf yang menvebutkan

=1 4
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hahwe semua anggata seharusnya  menjalankan profesi

wwroka dengan cara yang tidak menimbulkan konllik dengan

hepentingan publik. Kelima kode kehumasan tersebut juga
pencatunkan pernyataan bahwa semua anggote seharusnya
pwnjalin hubungan dengan dhieni, sesama rekan kerja, pihak
panagemen, publik puda umumnya, matpun sesama anggnia
asosiasi profes dengan mengutamakan keadilan dan kejujuran
Alantetapi, kelima kode etik tersebut tidak menjelaskan secan
detail dan operasional apa yang dimaksud dengan bertindak
dingan mengutamakan keadilan dan keujuran. Dengan kat
lain, kode etk tersebul bisa menimbulkan interprelas yang
werbecla-beda dan sangat subjektf,

Lebih jauh Wright (1993) mengkritisi bahwa kehadiran
kirde etik kehumasan pada amumnya sebagai “come without
teeth” (p 14), karena kodeetik lersebuttidak dapat” dipaksakan”
dan tidak mampu niemberikan dukungan terhadap mereka
yang membutuhkan arahan etika kehumasan. Seandainya pun
kode etik ini dipaksakan, masih tidak jelas siapa yang berhak
memaksakan dan siapa yang bisa melakukanmaonitor terhadap
pelaksanaannya. Studi yang, dilakukan Bowen's (2006) menun-
jukkan bahwa praktisi humas pada umumnya hanyamembaca
Lode efik kehumasan satu kali saja dan mereka tidak permah
membacanya kembali ataupun menjadikannya acuan dalam
menjalankan praktek kehumasan.

Dalam praktek kehumasan, permasalahan yang sering
dihadapai praklisi humas adalah bagaimana menyelaraskan
kepenbingan organisasi dengan kepentingan publik, Ir:epfn-
lingan masyarakat secara umum, kepentingan pml’uﬂ,l Flarf
kepentingan pribadinya. Praktisi humas berada di posisi di
mana kepentingan berbagai pihak saling beradu, ibaratnya
posisi praklisi humas (tu teriumpit di artara “a rock and a
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ard place” (Martinson, 2000, p.18), karena kritik terhadi)
kode etik humas ini, para skademisi mengusulkan du
pendekatan untuk memahami dilema etika kehun
Kedua pendekatan terscbut adalah pendekatan teleontolog)
dan deontologi vang akan dibahas sebagai berikut :

Fendekatan Teleontologi dan Deont ologi dalam :
Humas .

Dalam diskusi berkaitan dengan elika, akan ]
terjadi perdebatan apakah mungkin untuk mengetahiui suaty
tindakan itu secara moral benar atau salab. Chryssides and
Kaler (1993) menyamparkan dua perspekiif, yaitu cognitiviim
dan  non-cognitism, untuk menjembatani  perdebatan
tersebut. Pandangan cogmitivism melihat adanva kebenaran
moral yang objekhi. Dengan demikian dapat dibeda
secara jelas apakah suatu tindakan ity secara maoral benay
atau salah (Chrussides & Kaler, 1993). Sementara itu, m
cognilivisn memandang bahwa moralitas ity sangat sulbjekif
dan terkait dengan budaya setempat. Apakah suatu moral
itn benar atau salah, menurut padangan  nan-cognitvism
ilu semua tergantung pada kepercayaan tertentu, si : 1
atau opini publik. Selah satu contoh pandangan ini adalah
the Divine Command theory (Chryssides & Kaler, 1993, P
84), vang menyatakan bahwa suatu tindakan ity benar jika
mengikut! perintah Tuhan seperti tertuang dalam kicab suci

Studi ehka bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan
banyak didominasi oleh pandangan cognitivism (Bowen,
2000, 2004, 2005; L' Etang, 2006; Pratt, 1991; Pralt, SungHoon,
& Montague, 1994), Teori-teari dalam perspekiifl 1 dapat
dibedakan ke dalam dua kelompols (1) the consegie Halist .
perspective dan (2) the non-consequen tialist perspective (Bowen,
2007). The consequentialist perspective menekankan adanya

lapat ;
Jikemukakan oleh DeGeorge (1986), “wr ochon 18 right 1f it
produces, or tends to prodice, @ grewt amount of good for e ;,;rfnmr_
fiumiber of people affected by the action. Otherunse, the m:!mn. i
wrong (p.44). * Dengan demikian, menurut pandangan ini

Putlic Rlutions & Corparate Secual Rapontitity =107~

snsekuensi dari perilaku seseorang atan organisasi terhadap

fihak lain. Termasuk dalam kategori pendekatan ini ada!ah
.'pnm:angan whititarianism. Menurut pandangan unhkmmrfw
spakah sebuah perilaku itu benar atau salah secara moralitas

Sepert

dilihat  dari  konsekuensi  tindakannya.

sialy tindakan dikatakan bermoral hanya jika memberikan
dampak positif ke banyak orang atau kelompok mayoritas

D sisi lain, the non-consequentinlst perspective melihat
suats tindakan itu benar atan salah bukan atas dasar
wonsekuensinya ke banvak orang, akan tetapi pandangan
i menekarkan suatu tndakan secara moralitas benar atau
lidak secara prinsip (Somerville, 2004). Panclangan ini sering
disesut juga sebagal pendekatan deontologi atau rud'r-fm—:acqI
approach (Grunig, Grunig, & Dozier, 2002) dan dikenal sabagai
sliran idealis yang melihat keputusan etis berdasarkan pada
spa vanz benar menurut aturan universal yang berlaku.

|. Grunig, L. Gunig, dan Dozier (2002) melihat pendekatan
sonssguentialism sebagal pendekatan yang pal_mg tepat untuk
memahami posisi praktisi hurmas dalam kaitannya dengan
langgurg jawab sosial perusahaan. Mercka njuelihat hl.l.nl-ll.i
orgenisdsi akan memiliki suatu tanggung jawab -_:a-.c;;:l
kotika akhiitas organisasi berdampak terhadap publik
maupun masyarakat luas, Meskipun demikian, pendekatan
consequentialisnt dikritk masih tidak  mampu mcml:r:mlg
menyelesaikan dilema etika yang dialami seorang praklisi
hurn'as. Bowen (2004) menyampalkan adanya dua kondisi
problematik ketika mengadopsi pendekatan ini,
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Pertama, perdekatan inihanya mene kankan !
kebutuhan  atau mmgutanmkah kepentin MPE I
Iﬂ..!}’ﬂljitdﬁ dan akibatnya tidak mcnglu'rm?ka | J
minontas yang barangkali saja’ perlu mndap:; I
organisast Kedua, pendekatan ini mensyaratkan pembu
kcpuiu*..mn untuk mengidentifikasi .imn-_u_;kuensi ke “:
:tau tindakan dari organisasi, Sementara ity I
den.}'ataamwa tidak mudah untuk mempradike L;anim ;
k:‘::l 5;.-ukt: ku‘ap_utulsan mengingat kondisi sosial yang sanga
pleks, dinamis, dan sulit untuk diprediksikan. Dongs

kaw lain, akan sulit diketahui apakah suatu tlndnkarf1

secara moral akan memberikan  keuntungan positif dan

mampu menyenangkan banyak
yak orang seperti dit &
dalam pendekatan utilitarianisme i Ekm.

Two-Way symmetrical Model sebagai Model Ftis Kehu

munek,o,n:lr..m pentingnya komunikasi simetri dua arah dalam
pr-:nsqs. dialog dengan publik untuk mencapai kesepa
burl»:ﬂl_tan.dfngan konsekuensi dari keputusan atau
:J:-gamslsn. Lrumig and White (1992) juga menekankan fe e
vay symmetnical model sebagai model komunikasi hum 3
mampu menyeimbangkan nilai-nilai personal r.:ln;1 "55' ¥
:tllui ]{:Iuasimnl. serta antara nilai-nilai urganismﬁa:]i;:l
thai-nilai publik, Model ini memungkinkan praktisi I'l;.lL
:Jlf:zulrmmn dal.:uhn upaya menyelaraskan Luputur.::n I;::-
L;- pihak manajemen dengan kepentingan publik. ‘
o ,w::::, i]u!:uﬂnrn:uglalﬂ White (1992) mengklyim bahwa
T AN dt;; nm.:m.u! model menekankan pentingnya
e ::Irak dan Twhnkan peran praktisi humas
i h:: erpm-nmgm'n publik cekaligus menjadi
pihak manajemen. Model ini lebih didasarkan pada

ponde

emen
wonial perusahaan sendi
pemahaman arganisasi verhada
Lomitmen arganisasi untuk

Pengan demildan, memirut Grunig and White
hyimas dapat mendukung organisasi dalam mencapai tujuan

Janggung awab sosial pe

Sejalan dengan pendekatan cousequentialisim, Bowen (2000)
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katan negosinsi dan bukan pada penekanan kekuasaan

ane dimillki pihak organisasi terhadap publiknya untuk

ki kebutuhan organisasi semata. Tanggung jawab
r idealnya adalah realisasi dari
P kebutithan pl.:l'l:llik sekaligus
melakokan tindakan sosial.
(1992) praktisi

rusahaan Hanya bila menerapkar

fhe two-way syrmetrical model.

Sejalan dengan hal tersebut, Grunig dan Hunt (1984
menyatakan bahwa model tersebut memungkinkan praktisi
Imn{as melakoakan dialog dengan publik berkailan dengan
program organisasi maupun dampak dari program tersebut
ke publik Model humas ini melibatkan proses adaptasi dan
saling menyesuaikan diri di antara kedua belah pihak. Model
humas ini juga menekankan pencapeian progran untuk
lujuan jangka panjang, melitatkan analisi terhadap kebijakan
dan struktu organisasi, serta persepsi pihak Mmanajemen
terhadap kepentingan publik (Broom, Cutlip, & Center,
2000) Dengan demikian, melalui adopsi terhadap model
harapkan mampul mendukung,

harmas ini, praktisi humas di
iﬂwnb somalnya,

organisal untuk mewujudkan tanggung
mengingat ANEEUNG jawab sosial perusahaan merupakan
komitmen ofganisasi untuk meryeimhangkan adanya konflik
kepentingan di antara organisasi dan publiknya. Klaim ini
hanyak mendominasi diskui fungst humas dalam tanggung
awab sosial perusahaan (Botan & Taylor, 2004)

the b way symmetrical mded
hanyak dikritik telah
relasi antara

Meskipun demakian,
ini tidak lepas dari kritik. Model ni
|:'ug.'11 unituk ﬂu‘llgﬂkl}l‘.'tﬂd.&b'l isu ‘podoer’ dalam




P10 Pubbic Relarbons &= Carpismite Secial Respanility

organisaidengan publiknya. Seperti dikemukan oleh Karlls
(1996) “symmetry assumes ta! all segmentis of the population I
the comtmnmication skills and tesources to represent themseloes.
public discourse” (p. 273). Model simetri yang sesungguhng
mensyaratkan kedua belah pihak, yaitu organisasi dal
publik, memiliki ‘power’ yang sama untuk mempengaruli
keputusan ataupun hasil akhir suatu keputusan, dan por
memperhatikan dampak keputusan tersebul terhadap keds
belahpihak (Fitzpatrick & Gauthier, 2001). Akan tetapi, dalan
prakieknya sangat jarang dijumpai prakiek hubungan seperti
itu, Sangat sering orgamisasilah yang menentukan amuran
main dialog dengan publiknya. Dengan kata lain kekuaton
untuk menentukan prinsip-prinsip dalam suatu relasi hanyas
berada di satu pihak, vaitu organisasi. Lebih lanjut, '
dikemukan oleh Dozier and Lauzen (2000), madel ini tidak
me_-mpﬂrhitungkan “powerless  publicy” Dengan demi i :
dapat dikatakan bahwa model ini menawarkan “an inspiring
approacts but little help dealing woith porwer diserepancies in practice
(Holtzhausen, 2000, p.98). )

Peran Fraktisi Humas dalam Tanggung Jawab Sosial
Ferusahaan

Pendekatan lain yang ditawarkan para scholars untuk
memabami peran praktisi humas dalam tanggung jawab

sosial perusahaan adalah dengan melihat peran yang dapat

dilalankan seorang praktisi humas di organisasi. Seperti
dikemukan oleh Dozier (1992):

“Practtianer roles are keys fo understanding the function of
Prldic Rebffons and orgwisationa commmmontion. Fructitioner
roles ave al the rexies of @ netwerk of concepis affecting professionl
achiemoments of prachitioners. structierss and processes of the
frimction dn argmmsadions, and  organigalion) ciapacibies ko
donenite or cooperate with their enviromments™ (p. 327)

Wit peopls regularly do”
Peran ini merupakan

- dikernkaan oleh Public

Pyl Relatfons &= Corporate Sectil Reaponbility ~111=

dapat diartikan scbagai “the collechon of activities
{Baskin & Aronolf, 1997, p. 67)
pola perilaku individu

Peran

abstraks: dari :
scuan untuk mencapai suatu
peran prakfisi humas yang
Peran praktist

dilarn organisasi yang maniadf
tertentu. Ada berbagal
Relatims scholars.

Jumas tersebut akan dikaji lebih lanjut sebapgai berikut.

fujuan

Jeran Manajerial dan Telknis Praklisi Humas

P (' ¥ -
Sejalan dengan pendckatan u filiarianisit. Puhblic Relations
enciekatan
scholurs mengusulkan peran humas berdasarkan pt.n-ifl.: ;
. ; i E
stratagic meamagement. Pendekatan im r:_1uc:rILe'\mi':lq'.i‘:.:l'La“u,::IL“Fi
sebagal suatu fungs manajemern, seperti dikemu i
Cutlip et al. (2000): H
jettnctee » " pirtchuan
} i Relations is the distinciive mamsenicnt) A
,r:z::lfll::lu!a!r}h and wgintain wintuel lines uf LtiﬁLm!b;llL:l!ii:l;r
um!;ﬁfnmime. pelephance grd  cooperalion wrm! .
o gnrr:'-;m'urlium[ its publicy; r'r:mh:rls 11“1- m:!r::ﬁqr:;mr i
P lemie or issyes; helps maragemenl 10 Kee) i
Gy L st defnes fid engpliamTe e
il respomstve to pubhic opanion, 48 kil
il y eorpe the public riemst, hetps
eonsibilily of msnagenient fo SETE B A
ﬁt‘:;nr;r k.iql abirenst of and effectivey ulh!m' r:'w:y}:.l
' 'y Bty anbcipate engs;
rui s i early warntng system fo e :
x:‘:!::i: :‘ewurdu iml sound and ethical commutnication #s 1k

principal tools”™ (p-4)

Diskusi  tentang peran praktisi  humas awalnya

dikemukakan oleh Broom and Smith (disadur dari R::gaﬂ;
Anderson, Summer, & Hill, 1990) yang menguﬁulkant :;-: :
" empat peran praktisi humas, Keempat Pﬂml- mﬁ e
dikelompokkan ke dalam. peran manajerial, 'r;e- 1}:1:.: "
gapert prescriber; the problem-salvintg process _ﬁ’lr.t m-lll .ﬁ e
the commenication facilifator, serta peran teknis, ™e F"“ |
comimunication  techmician {(Dozer, 1997}, Sebhagail seorang
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Dalam kaitannya dengan aklivitas tanggung jawab sosial
perusahaan, peran mana yang dilakukan oleh seorang praklisi
humas akan dipengarubi model humas yang diadopsi suatu
crganisasi (L'Etang, 1994; L'Etang, 2006]). Suau organisas yang
mengadopsi fhe heo-way symanietrical model akan mm mgkinkan
praktisi humas menjalankan peran manajerial. Sememtara
i, organisasi yang mengadopsi komsep propaganda akan
menempatkan prakiisi humas sebagai searang teknisi, dan
menadikan pesan-pesan langgung jawab sosial perusahaan
sebagal isi pesan untuk melakukan propaganda

Kecuali tiga peran manajerial yanyg dikemukan aleh
Dozier (1992), Mintzberg (1980) menemukakan adanva
peran manajerial yang lain, vaitn the informational role of
Public Relations. Peran ini menempatkan praklis humas
sebagal penvampal informasi berkaitan dengan kebijakan
prganisasi, situsasi dan hasil capaian organisasi ke pihak
publik, demikian juga sebaliknya menyampaikan informas
berkaitan dengan kandisi publik ka pihak manajemen. Peran
infermasi ini mencakup peran praktisi humas sebagal ceorang
wiawitor. disseminator dan spokesperson. Peran sebagai seorang
monitor menempatkan praktisi humas untuk mengumpulkan
informasi intemnal maupun eksternal yang relevan dengan
kepentingan organisasi, sekaligus melakukan identifikasi
masalah serta peluang yang dapat diambil organisasi. Sebagai
peorang disseminatyr, seorang praktisi humas menyebarkan
infornasi ke semua unit dalam organisasi dan ke publik
cketernal The spokesperson adalah peran praktisi humas
sebagai wakil organisasi untuk mengkomunikasikan capaian
dan kebijakan organisasi ke publik.

Peran manajerial yang lain, yaitu tie beunidary spanner,
dimmbahkan oleh Miles (1980), Peran sebaga boundary spanner

expert prescriber, praktisi humas menjadi expert di dalam
orgavisasinya dan memberikan solusi ke pihak manajemen
berkaitan masalah yang dihadapai. Peran ini di satu sish
menunjukkan pengakusn adanya keahlian yang dimiliki
seorang praktisi humas Akan tetapi, peran ini memilikl
kelemahan dikarenakan pembuatan solusi hanya dilaks
oleh praktisi humas tanpa melibatkan pihak majamen
Pihak manajemen berperan  sebagai ckeekutor solust s
Ketidakterlibatan pihak marajemen dalam proses pembuatan.
solnsi akan sangat berbahaya bagi suatu organisasi dan akan
menimbulkan ketergantungan ke pihak humas.
Hubungan antara pihak manajemen dan prakfisi u nas.
dalam konteks ini dapat diibaratkan hubungan antaras
dokter dan pasien, di mana dokler me mberikan resep setiap
kali pasien sakit. Peran manajerial yang kedua adalah (e
contrtenicntion facilitator role Praktisi humas berperan sebag -.::'
fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publik Peran
ini menempatkan praktisi humas sebagai seorang *sensitiog
listeners and information brakers” (Cutlip, et al, 200, p 13).
Peran yang ketiga adalah problem-solving process Jacilitators
yang menekankan peran praktisi humas bekerja sama dengan
pihak manajemen memacahlkan masalah, Praktisi humas
merjadi anggota a strategic plammmg teant dalam orga
Dibandingkan dengan peran sebagai expert prescriber, peran
ini masih memungkinkan keterlibatan pihak manajermer
dalam proses pembuatan keputusan untuk menyelesaikan
konflik. Selanjutnya, peran sebagai communicetion techvician,
menjadikan seorang praktisi humas melakukan pexerjaar

151,

teknis seperti memproduksi materi-materi  komunika
dan menjadi eksekutor dari kebijakan yang dibual pihal
Mmanajemer.
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: e S 4 . here were Pubiic Relations managers who began Io follow
melibatkan beberapa zktivitas, meliputi mewakili organisy :.:,rT ‘F' ;:l luiding ._-,,-.,L.-;mmf_-.-;' riedds and butld relationstugs

ke publik, somming dan monitoring lingkungan eksten rnth ifem, but pnly a fewo af them recagnised the differerice
u:ga.ni_qasi_, m:lmdungl nrgmiaﬂgi, Memproses irfarmant Betuern belng vedoged s f.l.'in!;;lql'ﬂcn i TYCE,
baik vang maauk dari luar maupun dan internal organi sl
sebagai seorang geickerper berkaitan dengan arus infon
melakukan transaksi dengan pihak eksternal, serta mela
koordinasi dan mengatur hubungan antara organisasi dengan
publiknya [Miles, 1980). Feran ini sejalan dergan a medi o
role of Public Relatins. Peran ini merupakan terjemahan
konsep the relatiansip management! function of Public Relatio -'Z
vang menvatakan bahwa praktisi humas bertanggung
jawab untuk mengatur hubungan antara organisasi deng;
publiknya (Ledingham & Bruning, 2000). Posisi praktisi b Mas
di antara organsasi dengan publiknya juga mengarak *-5
pada  perannya dalamy issues - mignagement.. Dalam hal iniy
praktiei humas terlibat dalam proses issues management }aﬁg
meliputi proses identifikasi, monitoring, dan analisis ﬂpilg
serta kepentingan publik yang dapat dikembangkan ke dalam
kebijakan organisasi (Heath & Palenchar, 2009). ;
Meskipun demikian, posisi sebagal boundary spanner
dapat memimbulkan ethical difenyma  dalam  diri praktinf
humas Seperti dikemukakan oleh ] Crunig and D
Crunig (1992), praktisi humas itu “not altruistic™, mereka
juga memiliki kepentingan pribadi dan Ingin membeld
kepentingan organisasi yang mempekerjakannya, Dengan
kata lain, akan sangat sulit bagi praktisi humas untuk seélaly
bisa menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak ketika
ada konflik di antara mercka.

Dectz (2001) ingin menckankan perbedaan Ill'll‘-:'ll'-‘s‘_
metipatkan” publik dengan “mengadopsi suar aau n[::l.m
publik” dalam pros:s pembuatan kebijakan. Lebih lanjui
Groh (2007) mengkritisi bahwa praktisi humas cenderung
memiokuskan diri pada  proses komunikasi  dengan
menekankan pada proses penentiian uah komitrol |ud1.‘:d:-p
i pesan. Dalam kondisi seperti ind, prakiek Imnlu.ﬁ tidak
akan pemah symimelrical atan pun particpative. Praklisi humas
skan membantu publik untuk dapat didengarkan oleh pibak
manajemen, namun publik mungkin tidak akan perrah terlibat
[angsung dalam proses pembuatan keputusan organisasi.
Lebih lanjut para postmodert schalars berpendapal
hahwa dalam proses manajemen organisasi, praktisi humas
selayaknya Derperan schagm seoTang aktivis. %hﬂgﬂ:
seorang activis, praklisi humas akan loyal terhadap *cause
atay akar permasalahan yang ada dibandingkan terhadap
organisasi vang mempekerjakarnya (Dozier & Lavzen,
2000). Holtzhausen (2R ) menambahkan bahwa dengan
peran sebagal seorang aigtivis dalam erganisasi, p'ru.kl-_"-kr
humas akan lebih etis. Sebagai seorang aktivis, prakhsi
humas memegang peran unkuk membuka peluang adanya
perdebatan antara pihak yang teslibat dalam suatu masalah
lertenty tanpa memaksakan terciptakan suatu konsensus
ke salah satu pihak (Holtzhausen & Voto, 2002). Postrder
Public Relations proctitioners cenderung mengarabkan adanya
disgensus dengan merunjukkan ke pihak manajemen ada_mm
perbedaan dan tegangan dalam hubungan antara Qrganisasi
dengan publiknya. Feran ini juga memungkinkan praktisi

Kritikan lam datang dari kelompok postmadernizie
Berkaitan dengan poran pr.:ll-: tizi humas, Deetz (201) berpens
dapat:
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humas untuk membuka peluang bagi organisast untuk menjaga hubungan dengan  publik, mengartikulasikan
berubah. Holtzhausen (2000) menambahkan bahwa dengan kepentingan” publik, mengatur arus informasi ke publik.
peran sebagai aktivis, seorang praktisi humas selanjutkan dan menjamin implementasi kebijakan organisasi agar
mampu bertindak sebagai the agent of chonge, menjadi e tidak merugikan kedua belah pihak, terutama untuk lidak
corporate  conscience  yang selalu mengingatkan  anggota mengancam  kondisi dan kemakmuran  masyanakal  pada
orpanisasi bertindal otis, dan memberdayakan mereka yang umumnya (Evan & Martinson, 1983), Lebih lanjut, Bowen,
tidak memilisi ‘porer’ dalam relasinya dengan organisasi. Heath, and Lee (2006) mengidentifikasi adanya dua ethical
conscience roles yang bisa dijalankan prakbsi humas, yaitu (1)
Peran Praktisi Humas sebagai Corporate Conscience the conscience counsellor wio “sels and clarifies tie expectations
Diskusi lain berkaitan dengan peran praktisi humas of ethical beiaoior and provides elficsl analyas B mimagement”,
dalam tanggung jawab sosial perusahasn adalah perugs dan (2) the core values manieger whe “tdentifies the values of the
mhnﬁai COMpordle  CORSNENE, Praktsi humas -,']ip.crmﬁ_ c:r_qunfﬂu.!'inn, divale wmbh vlues-reladed sihrcal =sues an.t.r.t.q.'qur.!‘m!ni
vntuk mampu menyelesaikan isu berkaitan dengan etika the repritation and valwes of the organisation”™ (p. 35).

dan tanggung jawab sosial peruzahaan dikarenakan Beberapa Public Relations scholars (Bowen & Rawlins,
kemampannya untuk melihat pandangan dan kepentingan® 2007, Fitzpatrick & Gauthier, 2001; L"Etang, 2003) menyatakan
dari kedua belah pihak: orgamisasi dan publiknya dans bahwa peran corporale conscience ini harya dinmungkinkan
menyeimbangan kepentingan kedua pihak (Francis, 1990) ketika ada fwo-way symimebrical relationships, Sementara seperti

Dibandingkan dengan pihak lain dalam organisasi, prakiisi sudah didiskusikan sebelumnya, posis: yang seimbang antara
humas  dipendang  paling tepat menjadi e corporate organisasi dengan publik yang memungkinkan hubungan
conscienices (Ryan & Martinson, 1983), atau fiw social consciames yang simetris dalam prakteknya sangat sulit dijumpai

((Skinner, Mersham, & Valin, 2003) atau ethical conscieng Selain ilu, dalam arganisasi sering terjadl konflik berkaitan
(Bowen, Heath, & Lee, 2006). 'Conscience” dipahami sebagal dengan peran mana yang seharusnya dijalankan seorang

“another and more exacting self” (Bok, 1999, p. 94). Conscieng praktisi humas disebabkan adanya berbagai kepentingan

mewakill “oar better self or wlial we showld do to resolve dilenmid Cdan harapun dari berbagai pihak, Katz and Kalin (1966)
m terms of normative efhical guidelines"(Bowen . & Rawlin menyebutian adanya empat tipe kenflik peran: (1) intrazender,
2007, p. 205 Conscience berperan sebagai gridence kel 12) mtersender, (3) interrole, dan (4) person role. The intrasender
menghadapi suatu dilema. Praktisi humas dipandang dapa e conflict terjadi ketika ada konflik antara harapan-harapan
berperan sebagai comporate conscience karena kemampuaniy (yang dikemukakan oleh pihak manajemen, misalnya ketika
untuk menekankan aspek etika ke pihak organisasi plhak manajemen mengharapkan praklisi humas berperan

mengakemodasi berbagai kepentingan ke dalam  pross g layzai seorang ethical counsellor namun pada saat bersamaan
pembuatan kebijakan organisasi. Sebagal seorang conpo morcka mengingatkan praktisi humas untuk selaly loval
conscience, praktisi humas mendukung organisasi untl Rirpada mereka, Dalam hal i konflik terjpdi ketika praktisa
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humas melikat adanya kebijakan atau tindakan majane USA menunjukkan bahwa pihak mansjemen sering hidak
yang dindai tidak etis. The inlersender conflict role terjadi ketike melibatkan  praktisi humas dalam proses pembuatan
praktisi humas berada pada kondisi di mana ada ko :.':'I keputusan vang berkaitan dengan etika perusahaan, ermasuk
kepentingan antara organisasi dengan publiknya. KonfiR tanggung jawab sosial perusahaan. Praktisi humas hanya

iri yang paling sering dihadapi oleh praktisi humas Ke Hka memiliki peran yang sangat kecil dalam pengembangan
ada dua peran vang diharapkan dijalankan oleh pr s corporate codes of conduct. Studi lain di USA menunjukkan
humas dan kedua peran tersebut berkonflik, maka terjadi h hahwa top managemen sangat jarang menugaskan prakiisi
apa vang disebut sebagai inter role conflict, Sebagai contaly humas mereka untuk menyelesaikan masalah berkaitan
segrang  praktisi humas dilugaskan untuk menjalankan dengan elika perusahaan {Fitzpatrick, 1996). Kebanyakan
peran manajerial, namun pada saal yang sama diminta untuk mereka memilih staf senior vang sudah terbiasa nmenangani
menjalankan peran komunikasi teknis untuk mendokurg masalah hukum dalam organisasi. Studi i didukung oleh
propaganda organisasi. Selanjutnya, seorang prakbsi hun ; temuan Fitzpatrick (1996) yang menunjukkan bahwa hanya

mungkin mengalami person-role conflic!. Konflik ini terjadi 6.7% dari mereka yang mengurusi etika perusahaan bekerja
ketika top manajemen mengharapkan searang praktisi hum .1 sebagai scorang humas. Mereka menilai bahwa tanggung
menjalankan peran vang bertentangan dengan nilai prib jawah sosial itu bukan menjadi ranah kerja humas.

yang dianumnya, misalnya ketika praktisi humas hanys Fitzpatrick (1996) mengemukan beberapa kemungkinan
diperbolehkan menyampaikan pesan-pesan positif tentang penyebab  kondisi tersebut. Perlama, lop manajemen
organisasi dan menutup-nutupi kesalahan atau kekurangan memiliki pemakaman yang berbeda berkaitan dengan

g, ‘ peran humas vang seharusnya, Dalam banvak kasus, humas
dipahami sebagai “fungsi teknis untuk membanun citra
perusahaan melalui good wonds rot good works (Heath & Ryan,
1989) Heath and Ryan (1989) melihal bahwa perusahaan
Setelah mendiskusikan apa yang dikatakan oleh pil memandang praklisi sebagai scorang publicist yang hanya

scholars berkaitan dengan humas dan tanggung jawab sosi memiliki kortribusi yang minim dalam akbivitas fanggung
persusahaan, selanjutnya akan dibahas seperti apa bukg jawah sacial perusahaan. Sebagai seoang publisitis, praktisi

Studi Berkaitan dengan Peran Humas dalam Tanggung
Jawab Sesial Pernsahaan

empiris di lapangan. Ada beberapa studi yang mencols himas lebih banyak menghanbiskan waktu mereka untuk
mengkaji peran praktisi humas dalam tanggung jawab sosial mengkomunikasikan  program  tanggung jawab  social
perusahaan. Hasil studi yang ads temyasta tidak banyak perusahaan disbanding melakukan eksplorasi kepentingan
mendukung apa yang dikemukan oleh para sdiolirs balue public dar memberikan masukan ke pihak manajemen.

praktisi humas memiliki kontnbusi yang signifikan dalam Di tahun 2000, Fizpatrick (2000) melakukan survei
menjamin organisasi bertindak secara etis.

Studi yang dilakukan Heath and Ryan (1989) @

terhadapl 50 CEO dari perusahaan public manpon privat
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jwan masalah komunikasi. Persepsi pihak manajemen
rhaitan dengan kompetensi prakisi humas mengakibatkan
pengganan mereka untuk melibatkan praktist humas dalam
hifvitas tanggung jawab sosial perusahaan.

terbesar di Dallas, USA untuk mengeksplorasi pandan
mereka lentang tanggung jawab sosial perusahaan, -""
survey menunjukkan bahwa hanya 25% Jari para CEQ
merminta masukan praklisi humas ketika berhadapan doty
masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian e
di antara mereka memilih bagian lain, seperti bagian hukul
untuk meminta masukan berkaitan dengan etika perus
Temuan ini sejalan dengan survet yvang dilakukan oleh
Centre for Business Ethics terhadap 1000 urang CEQ (K T
1993). Studi ini menunjuldean bahwa sangat jarang €
menempatkan praktisi humas sebagai effncs officers.
Stadi lain vang dilakukan terhadap praktisi hum
UK menunjukkan bahwa meskipun praktisi humas diperé|
memiliki peran stratejik dalam organisasi, peran ini hai
dimaksimalkan  untuk  kepentingan  organisasi (M
Warnaby, & Newman, 2000). Studi’ ini juga menunjukh
Fahwa pralktisi humas lebih banyak menghabiskan wakiug
untuk melakukan pekeraan teknis komunikasi

M-:sl-cipun demikian, studi terkini yang dilakukan
b Bowen (2006) terhadap 1,827 anggota the International
sociation of Business Counsel (IABC) menunjukkan hasil
Mg berbeda. Studi ini menunjikkan adanya kesadaran
liak manajemen akan pentingrya peran praklisi humas
wmpai seorang penasehat urrtule memastikan organisasi

indak secara eba

Gejumlah 499% dari partisipan mengklaim  peran
Mircka sebagai  penasehat manajemen dalam  proses
jibuatan keputusan yang etis. Seumlah 655 di antara
¢ka menvataan memiliki kesiapan dan kemampuan
jadi sedrang penasehat bagl pthak manaemen. Temuan
§ menunjukkan adanya perubahan peran praklisi humas
win organisasi sekaligue adanya kepercayaan pihak
Perlimbangan lain mengapa organisasi hidak b e Wnajemen untuk melibatkan praxchisi humas dalam aktivitas
melibatkan  praktisi humas dalam  aktivitas & 4l piung jawab sosial perusahaan.
jawab sosial perusahaan adalah bahwa praktisi
dianggap tidak memiliki kemampuan dan wawasan ¥
memacai untuk memberikan masukan berkaitan aspek)
perusahaan. Seperti lerlihat dalam studi yang dilakukan'e
Lindenmann dan Lapetina (1951) dan oleh Moss, Warni
dan Newman 2000), praktisi humas dianggap mem
keterbatasan wawasan berkaitan dengan 1su sosial, pol
dan masalahbisnis. Sementara wawasan lersebut penting i

pihak manajemén dalam membual pertimbangan te

utup
r}_-.[im-. Laitannya  dengan  tanggung jawab social
sahaan, scholirs menunjukkan adanya peran prashs
\ untuk memastikan organisasi membual keputusan
a ctis. Praktisi humas sering berada dalam posisi
problematik. Hal ini terjadi ketika mercks haru:
myilaraskan kepentingan dan harapan organisasi dengan
1 fingan maupun harapan dan publik, masyarakat
w, profesi, maupun komitmen pribadi. Praktisi humas
4 pada posisi di mana berbagai kepentingan beradu.
dekatan cognitivism, sermasuk di dalamnya pendekatan

suatu kebijakan orpanizazi. Pihak manajemen han!,.la-
memanggil prakiisi humas ketika ada permasalaban berk
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utilitarianism dan deontologi, dianggap belum berhasil
menyediakan suatu cara pandang untuk membantu prakiis
humas menvelesaikan dilema yang dihadapi. .

The Gwo-way symmetrical model selama ini  bas
dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memastikan suati
organisasi membuat keputusan secara etis. Akan tetapi, model
ini dikritisi sehagai model yang sangat idealis yang sulit untuk
dapat diwujudkan. Dalam prakteknya, sebuah mtganiﬁﬂ-
cenderung  menclapkan dan mendominasi aturan  main
dalam menjalin hubungan dengan publiknya. Ditambsbike v
dalam prakickoya sering terjadi konflik kepentingan @80
antara berhagai pihak yang menyebabkan sulitnya sebruah
peran humas yang ideal terjadi dalam organisasi. Meskipun
demikiar, riset terkini berkaitan dengan peran praktisi hu
dalam tangguung jawab social perusahaan menunjukkan
peningkatan keterlibatan praktisi humas dan kepercavaan
pihak manmemen terhadap mereka untuk terlibat dalam
aktivitas tanggung jawab social perusahaan.
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